
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4344); 

1. 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sekadau tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Sekadau Nomor 15 Tahun 2017 ten tang Piagam 
Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sekadau. 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 

Mengingat 

sebagaimana pertimbangan 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Piagam 
Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sekadau berdasarkan Peraturan Bupati 
Sekadau Nomor 15 Tahun 2017 perlu dilakukan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan 

Menimbang 

BUPATI SEKADAU, 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEKADAU 
'NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 44 TAHUN 2018 

BUPATISEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

,~SALINAN I 



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2014 ten tang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah; 



Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan Indikator Kinerja 
Pengawasan Intern, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Inspektorat Daerah memiliki kewenangan sebagai berikut: 

Pasal 9 

1. Ketentuan Pasal 9 huruf b diubah, sehingga Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 15 
Tahun 2017 ten tang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sekadau, di ubah sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEKADAU NOMOR 15 TAHUN 2017 

TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat 

Pengawas Pemerintah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu 

Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

Menetapkan 



a. menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan 

dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 

b. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi / 

jasa konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD 

dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT, termasuk 

melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menilai 

keefektifan, efisien dan ekonomis dan pemeriksaan khusus; 

c. memperoleh akses informasi terhadap seluruh tugas pokok 

dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap 

seluruh SKPD, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

Pemerintah Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

d. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan 

daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan 

unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup 

waktu pemeriksaan sesuai dengan standar 
audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan basil 
pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal; 

f. menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak-terkait 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi 
pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan 
lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil 
pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak 
tumpang tindih; 

h. bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam 
rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan 
profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 

1. menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari 
pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 



.nan Sosual dengan aslinya 
PALA BAGlAN HlJKUM 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 44 

TTD 

Diundangkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

RUPINUS 

TTD 

BUPATI SEKADAU, 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 5 Oktober 2018 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau. 

memerintahkan Agar setiap orang mengetahuinya, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

Secara teknis administratif, dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya Inspektorat Daerah mendapat pembinaan dari Dewan 

Pengawas Kinerja yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati. 

Pasal 19a 

BAB XIA 

PENGENDALIAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA 

INSPEKTORAT DAERAH 

2. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan l(satu) BAB dan 1 

( satu) Pasal, yakni BAB XIA dan Pasal 19a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 


